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I_PASAR- —Ketimpangan ;
pertumbuhan ekonomi dan
pendapatan perkapita mas-

yarakat akibat kesenjangan
sosial antar daerah di Bali
menjadi perhatian Dewan Per-

w ERakyatDaeah (DPRD)

gan yang diukur dari gini ratio
sebesar 0,04 persen. Mele-
barnya kesenjangan kategori

sedang itu mendorong dewan

Bali untuk segera merancang

an daerah (Perda) un-

tuk atasi ketimpangan pemba-
i Bali ; ;

Wakil | Ketua i)PRD Provinsi

Bali, Dr. I Nyoman Sugawa Kor-

ry, mengatakan, bahwa akibat -

ketimpangan itu sangat ber-
dampak terhadap ketimpan-
gan pertumbuhan ekonomi
dan pendapatan perkapita
masyarakat di Bali. Dijelaskan
Sugawa Korry, indikasi adanya
ketimpangan itu terlihat dari

Seperti halnya PMDN di Badung
Rp2,9
triliun, Buleleng Rp 201 miliar
o il
Meski secara kasat mata

namun dari tingkat pertumbu-
han ekonominya mengalami

insi Bali. Terlebih dengan

nya besaran ketimpan- |

iliun, Denpasar Rp 2,93 :
1gasem Rp 163 Miliar. .
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| Nyoman Sugawa Korry

kesenjangan dengan mas-
ing-masing besaran Badung
6,41 persen, Denpasar 6,54
persen, Buleleng 6,73 persen
dan Karangasem 5,81 persen.
Sedangkan Pendapatan Do-

mestik Regional Bruto (PDRB)

perkapitanya per tahun, di
Badung Rp 34,88 Juta, Den-
pasar Rp19,83 Juta, Buleleng
Rp15,33 Juta dan Kara'mga*erp
Rp14,11 Juta. i

Menurut Sugawa Korry, un- 2P
g ) ‘tindaklanjuti dengan meny-

tuk mempersempit kesenjan-
gan ini, Pemerintah daerah
(Pemda) di Bali harus melaku-
kan dua kebijakan penting.
Pertama selain membuat ke-
bijakan distributisi dalam ben-
tuk infrastruktur yang merata
dan berbagai kemudahan pe-
layanan, kedua pemerintah

daerah haus segera membuat

kebijakan regulatif dalam ben-
tuk peraturan daerah (Perda)

Bali Rancang Perda

yang bisa mendorong terwu-
judnya pemerataan investasi
antar daerah di Bali. “Untuk
merealisasikan hal tersebut,
D Rp _Ba«l{;\_kan dorong ter-

judnyaPerda pemberian
insentif dan disinsentif terha-
dap investasi di Bali,dan kami
siap melahirkan Perda insiatif

_dewan,” ujar Sugawa Korry di
'gedung DPRD Bali beberapa

waktu lalu.

Selain itu, masih kata ketua
DPD II Golkar Buleleng ini,
melalui Perda inisiatif ini di-
harapkan investasi di Bali bisa
didorong ke daerah-daerah
yang belum padat investasi,

dan membatasi investasi di
daerah yang sudah jenuh (Bali
Selatan). “Hal ini (rencana
Ppeémbuatan Perda) sudah kami
arkan kepada eksekutif.
bila disepakati, kami akan

a

usun kajian akademisnya.
Diharapkan awal 2016 sudah
bisa dibahas,” pungkas Suga-
wa Korry. (adv/pra)
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'Klungkung
Diprotes

yang dilakukan Dinas Kebersi-

ungke tempatp

akhir (TPA) Landih, Bangli, diprotes.

Sebab, pembuangan sampah terse-
iilegal

i lingkungan.
tersebut Senin (3/8) dis-
Forum Bangkitnya Ban-
- gli (FBB) melalui perwakilann-
‘ya kepada DPRD Bangli. Kepada
Ketua DPRD Ngakan Made Kuta
8

‘ LI - Pembuangan sampah

Pertamanan Kabupaten

TANPA MOU: TPA Landih di Bangli ]uga men]adl tempat pempuangag

sampah dari Klungkung.

ya. Lanjut Indrayana, pen;tbuangan. ¥

sampahtersebut)uga
akan mencemari sumber- sumber
air yang ada di sekitar TPA,

Sebab rembesan air dari tumpu-

* kan sampabh itu tidak bisa masuk

ke mata air yang dimanfaatkan

oleh_masyarakat termasuk oleh

PDAM untuk air‘bersih di kota
Bangli. Banyaknya truk pengang-
kut sampah dari luar Bangli yang
lalulalang di jalan menuju TPA
juga dikhawatirkan akan ber-
dampak pada keruéakan  jalan.

“glidengan Klungkungun
‘buangsampahdlLandlh “Sampai

endesa GullangKangm

Putu Suarsana, menamba

- truk-truk sampah dari Klungkung

~ yang setiap hari melintas di jalan
desanya jelas akan mempercepat
kerusakan jalan. Ketua DPRD
‘Bangli Ngakan Made Kuta Parwata
‘menjelaskan, tidak ada MoU Ban-
tukmem-

'sekarang belum ada MoU. Nanti
’kami akan koordinasikan,” sam-
bqng Kadis PU Bangli 1B Wedxat-
mia. (nom/gup) .

Edisi

Hal. 15
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Dewan Panggil Eﬁlpat:
Pengusaha Rafting

GIANYAR - Paska sidak yang digelar beberapa waktu
lalu. Komisi I DPRD Gianyar pagi kemarin (3/8) akhirnya
memanggil empat usaha rafting yang ada di Tukad Ayung.
Pasalnya bagian bangunan (landing track) usaha rafting
tersebut ada yang melanggar sepadan sungai. Namun
yang menarik, dari pertemuan tersebut, pihak pengusaha
siap membongkar landing track mereka yang melanggar.
Namun meminta kepada Pemkab Gianyar tidak tebang
pilih, alias membongkar pula deretan h(’tel yang mereka

~sebut juga melangghar sepadan sungai. '

Pantauan saat rapat di Gedung DPRD bianyar dengan

dihadiri Dinas PU (Pekerjaan Umum), BPPT (Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu), dan Satpdl PP. Dari empat

' isaha rafting yang dipanggil, tiga diantara tampak hadir
langsung yakni Sari Profit Rafting, Bali Adventure Rafting
(BAR) dan Tukad Rafting. Satu-satunya perwakilan peru-
sahaan rafting yang tidak hadir yakni Graha Rafting .

Dari pertemuan itu, Ketua Komisi I, Nyoman Arta-
wa Putra dengan lantang menyebut, saat sidak yang
mereka gelar beberapa waktu lalu, pihaknya dengan
jelas menemukan bangunan berupa tembok landing
tracting yang melanggar sepadan. Atas temuan itu,
pihaknya pun dengan tegas merekoninl:andasikan ke-
pada instansi terkait untuk membongkarnya. “Karena
itu sudah jelas melanggar Perda nomor 16 tahun 2012 -
tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah),” ujarn-
ya. Atas rekomendasi itu, pihaknya memberikan batas
waktu sepekan untuk melakukan pembongkaran.
 Mendengar pemaparan sekaligus rekomendasi dewan
itu. Pengusaha rafting yang hadir, menyatakan kesiapan

* dan kesanggupannya untuk melakukan pembongkaran.
Tapi mereka berharap Pemkab Gianyar bisa bersikap adil
dalam menegakkan aturan alias tidak tebang pilih.

“Kalau kami siap melakukan pembongkaran. Tapi
usaha lain yang juga melanggar aturan juga harus (g
tertibkan,” ucap Wayanm Suarka dari Sari Profit Rafting.
- Bahkan dia menyebutkan, ada beberapa hotel besar
yang yang selama ini cukup tenar berdiri di pinggir Tu-
kad Ayung juga melanggar sempadan sungai. “Jadi kalau
‘mau menertibkan, tolong juga ditertibkan semua tanpa
ada tebang pilih,” tegasnya lagi. (wid/ gllhp) j

T

.

Edisi : sgkisa, & Acl,weus 20($
Hal. 4 T9
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Dua PNS sebagai Tersangka
 duatersangka dalam kasus dugaauknrupsiGORm

Hal tersebut diungkapkan Dwijo di ruang kerjannya kepada
war_tawggkem;n_ip@/&) %duanyasebagalPhESdl G 4

jaya sempat dise-
dengan salah satu

but-éeﬁuf. Pun

- pimpinan proyek pembangunan
" GORtersebut.

akand Wbemn— |

ke ahli dari Universitas Brawijaya

. untuk memeriksa seberapa be-
sar 'keruga'an negara. Nantinya

ar pemeriksaan dokumen

i¥
¥R

Q@Q{IULGQBNQSQMdayangmenelandanahm&aRpZﬂ
- miliar itu sudah man cukup lama sekitar lima tahun lal,
I.‘fana  Klungku PI'OVIHS],

Edisi  : Sdase. 4 fpustes 2005
Hal. § 25




Sub Bagian Humas dan TU BPK Perwakilan Provinsi Bali

Radar Bali

Pemerintah

Soal Penyeruﬁkatan
Lahan di Tanah Ampo

AMLAPURA - Masyarakat
I‘anahAmpo, Kecamatan Mang-
Bis, Karangasem, yang tanahnya
dijadikan jalan raya menuju
Dermaga Cruise Tanah Ampo,
hampaknya bakal mengelu-
arkan duit, untuk memecah
sertifikat. Khususnya, bagi warga
zangbukli kepemilikanta.nahn—
erupa pipil. -

Data di Dinas Peker;j aan
!Jmum (PU) Karangasam, ada
lari 28 bidang tanah yang kena
jalur pembebasan lahan tahun
2008, lalu. Hanya enam bidang
yang bukti kepemilikannya be-
rupa sertifikat. Sisanya, masih

berupa pipil. “Karena masih
pipil, tidak bisa dibiayai pemer-

intah. Setelah jadi sertifikat, baru

bisa dipecah, dibiayai pemerin-

tah. Mana dijadikan jalan raya,-

mana milik masyarakat,” terang
Sekda Karangasem, I Gede Ad-
nya Mulyadi, menanggapi soal
pensertifikatan tanah di Tanah
Ampo, yang hampir tujuh tahun
tidak tuntas.
Untukmeringankanbebanmas-
yarakat, Pemkab Karangasem,

pensem
flatan tanah yang dl]adlkan jalan
raya, sepanjang 1,2 kilometer, dan
lebar 12 meter, itu. Jumlah ang-
garan itu mencapai Rp 1,5 miliar.
“Karena bukti kepemilikan masih
berupa pipil, tidak bisa menggu-

nakan anggaran dari pemerintah,
harus uang sendiri,’ terangnya.
Cuma Mulyadi, menegaskan,
bukti kepemilikan berupa pipil
itu, bukan satu-satunya kend-
ala, sehingga bertahun-tahun
proses pensertifikatan tak kun-
jung selesai. “Itu teknis, coba
konfirmasi Dinas PU,” saran dla
kemarin (3/8).

Terpisah, Kadis PU Karangas-
em, I Nyoman Sutirtayasa, jug

menegaskan, persoalan pipil

pensertlﬁkatan 1tu selalu’ eru—
bah-ubah, karena mutasi.

karena orang di PU berganti, ad-

ministrasi di pemilik juga berganti,
misalnya yang dibutuhkan sudah
meninggal, jadiharus digantilagi.
Tapi, kami akui, itu kelemahan
kami juga di pemerintah,” ujar
Sutirtyasa, yang belum setahun
menjabat Kadis PU, itu.

Lantaran sudah terlalu lama
tak tuntas, Sutirtayasa berkomit-
men, dalam kemimpinan dirin-
ya di PU, bakal menyelesaikan’
1 akan pekerjaan itu. Ten-
tung tetap memperhatikan
aturan yang ada. “Seperti pen-
sertifikatan lahan yang masih
dalam bentuk pipil, tetap tidak
bisa dibiayai pemerintah. Tapi,
kami tidak lepas tangan, masih
bisamembantu di a istrasi,’
janji pejabat asal Desa Jasri, itu.
Selain itu, pihaknya akan terus

Terkendala di Pipil

berkoordinasi dengan BPN,
ketika adayangharus dilengkapi
supayasegera dnkomumkaslkan

iman ’dnketahm, sejum-
lah warga Tanah Ampo mulai
resah dengan status sisa tanah
mereka, pascapembebasanlahan
oleh Pemkab Karangasem, untuk
kepentingan jalan raya. Karena
pensertifikatan tanah warga yang
sudah dipecah akibat pemeb-
basan lahan, tidak ada kejelas-
an. Padahal bukti kepemilikan
tanahnya sudah diserahkan ke pe-
merintah. Seperti diakui Bendesa
Adat Tanah Ampo I Gede Suyad-
nya, warga juga mulai mengeluh,
karena pajak tanah yang sudah
dijadikan jalan rayamasih dibeba-

‘nimasyarakat. (wan/gup)

s

Srlos, Y pqustus zois
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DENPASAR - Satuan Polisi Pamong Praja (Sat
Pol PP) Kota Denpasar lagi-lagi membongkar
paksa Billboard. Kali ini milik “Warna-Warni”

_ yang terpampang di Jalan Gatot Soebroto
Tengah pada Senin (3/8) kemarin. Billboard
berukuran 5x10 meter dibongkar lantaran tidak
sesuai dengan tata letak dan posisinya. Jadi
mengacu pada SK Walikota Nomor 568 tahun
2014, maka pemilik harus membongkar karena
dianggap tidak mengikuti aturan.

Kepala Bidang Penegakan Perundang-Un-
dangan Daerah Satpol PP Kota Denpasar, I

i
ADRIAN SUWANTO/RADAR BALI

BANDEL: Sebuah reklame di kawasari Jalan Gatot Sul‘roto Tengali,' [ npasar yang diturunkan paksa
oleh Satpol PP Kota, lantaran melanggar SK Walikota Nomor 568 Tahun 2014, kemarin.

Tak Taat Aturan
Berangus Billboard

;]?(il]?ljl

ayan Wirawan mengatakan, billboard terse-
b tsudahﬁdakéesuaidenganundang-undang.
Yakni, tidak sesuai zona yang berlaku sekarang.
Bahkan pihaknya sudah melayangkan surat
sebanyak tiga kali, dalam surat tersebut
berisi agar pemilik segera membongkar
billboard tersebut. Namun pemilik tidak
mengindahkan surat tersebut dan membi-
arkan. “Kami sudah memberikan toleransi
untuk menurunkan sendiri billboard terse-
but. Tapi karena tidak direspons, maka kami

turunkan paksf,” ujarnya. (zul/rid)

Edisi
Hal.

<aksa, Y A?uséus 2o0(S
74
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Tim Sembilan
Dituntut Beda

Janapria dan Mastini 3

Tahun, Kawannya 2,5 Tahun

DENPASAR - Kasus korupsi Dermaga Gunaksa
dengan terdakwa Tim Sembilan, memasukibabak
baru. Dari sembilan terdakwa, hanya Ketua Tim
Sembilan, KetuutJanapria dan AA Sagung Mastini, -
yangwakil ketua tim dan Kepala BPN Klungkung
yangdituntut tiga tahun. Tujuh tersangkayanglain
dijerat sama, dua setengah tahun penjara,

Untuk sembilan terdakwa ini, dibagi men-
jadi tiga kali sidang =

» Baca Tim... Hal 31

Pekan Depa

n “Mo-o 4 ;

Sambungan dari hal 21

Yang pertama, Ketut Janapria selaku Sekkab
Klungkung yang adalah Ketua Tim Sembilan,

n Pembelaan

Asisten I Bidang Pemerintahan yang adalah

Wakil Ketua I Tim Sembilan Made Ngurah

“dan Kepala BPN Klungkung yang ddalah Wakil

Ketua IT Sagung Mastini. Tiga orang sidangnya
dipimpin Beslin Sihombing sebagai ketua,
dengan hakim anggota Hartono dan Sumali.
Yang membacakan tuntutan adalah jaksa
penuntut umum (JPU) AA Putra Cs. Sedang-
kan untuk pengacara semuanya sama, yaitu
Simon Nahak dkk. 3

Dalam tuntutan jaksa, diungkapkan bahwa,
dari keterangan saksi petunjuk, keterangan
terdakwa, fakta bahwa, para terdakwa selaku
panitia pengadaan, tidak menikmati dan
memperoleh harta benda, dari tipikor Der-
maga Gunaksa. Sehingga para terdakwa tidak

‘dapat dituntut pidana tambahan berupa uang

pengganti kerugian. '
Jaksa juga membeberkan hal - hal yang mem-
beratkan dan merugikan. “Yang memberatkan,

tidak mendukung upaya pemerintah, dalam

pemberantasan korupsi,” ungkap jaksa.
Sedangkan yang meringankan adalah,
tidak pernah dihukum, sopan dan tertib di

persidangan dan mengakui kesalahan. Jaksa

memastikan tiga terdakwa ini ini terbukti
secara sah dan meyakinkan melanggar pasal,

PALING LAMA:
(Dari kiri) Ketut
Janapria dan
AA Sagung
Mastini
berembuk
dengan
- pengacaranya
~ . Simon Nahak,
setelah
tuntutan.

3 jo pasal 18 Undang -Undang nomor 31 UnZ
dang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
pemberantasan tipikor sebagaimana telah
diubah jadi UU 20 Tahun 2001 tentang undang
- undang yang sama juncto pasal 64 KUHP. ..

Atas kondisi ini, jaksa memohon kepada
majelis agar menjatuhkan hukuman 3 tahun
penjara bagi Janapria dan Sagung Mastini.
Dan untuk terdakwa Made Ngurah hukuman-
nya 2 tahun 6 lt_;r]an.atau 2,5 tahun‘penjara}
Selain itu juga mereka dituntut denda Rp 500
juta subsider 3 bulan. Artinya jika tidak mem~
bayar denda hukumannya ditambah 3 bulan:

Sedangkan untuk terdakwa lain, empat ter:
dakwa yaitu terdakwa Kadis PU Anak Agung
Ngurah Agung, Kadis Pertanian 1 Nyoman
Rahayu, Kepala Bappeda Made Sugiartha
dan Kadispenda I Nyoman Sukantra. Empat
terdakwa ini hakimnya, Putu Gde Haryadi dan
hakim Anggota Petensili dan Miftahul Holis,
Untuk berkas perkara ketiga, berisikan dua

- terdakwa, yakni terdakwa Kasi Hak Tanah BPN

I Gusti Ngurah Gede dan Kabag Pemerintahan
I Gusti Gde Wiratmadja. Disidangkan majelis
hakim yang dipimpin Cening Budiana dan an-
ggota Miftahul dan Nurbaya. Mereka dituntu

~sama, yaitu hukuman 2,5 tahun penjara dar
' tuntutan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan

Pasal yang terbukti sama dengan terdakw;:
sebelumnya. Atas kondisi ini pengacara akar
mengajukan pembelaan pledoi pada pekai
depan. (art/pit)

_ & — —
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